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1.1 Latar Belakang
Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) ditegaskan bahwa Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'
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tangga seperti yang dicita-citakan, karena dalam kehidupan rumah tangga tidak
lepas dari gejolak-gejolak yang ada. Aapabila suami istri tidak dapat melewati
gejolak tersebut, maka tidak bisa dihindarkan akan terjadi pemutusan tali
pernikahan atau dapat juga disebut perceraian.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami
atau hakim yang mencerai, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan
prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim, Pembacaan

gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga

! Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (MS) memberikan dokumen keputusan

perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan
obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari
ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan
diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Dilihat dari sisi hukum, perceraian tidak terjadi begitu saja, artinya harus
ada alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu
perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang
mengadilinya, apakah suatu perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Dalam pasal
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perceraian harus cukup alasan bahiwa“antara_suai 'E'i‘Steri itu tidak dapat hidup

rukun seb

suami istri ka : : pakan alternatifefterakhir (pintu
darurat) ‘ diten Iﬂﬂl ..-‘:, tﬁi‘% cehidupa ] oa tidak
i cutuhan dan kesinambungan. Pros ¢ wdimulai

ara, pemeriian perkara € san

ekua ] m—.l.Eldp S

putusab

IR o
perc Q Qa C bagaimana
0 Uan ihun 2019, dan pasal 19

Peraturan tah mor 9 Tahun 1975 39

OUALITY

a. Perceraian hanya dap akukan di depan sidang pengadilan

tercantum da

g-Undang

Perkawinan menyatakan:

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami
istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan tersendiri.
Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :


https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak yang lain;
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Suatu gugatan perceraiar sundang berbagai permasalahan.
Salah satu masalah yang timbul adalah siapa yang lebih berhak dalam merawat
anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut
dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
2

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang

? http://e-journal.uajy.ac.id/6047/2/HK 110457 .pdf (diakses pada selasa,17 Januari 2023
pukul 18.30 WIB)



ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai
landasan keturunan, maka dari itu orang tua harus memelihara dan merawat
anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan,
kesehatan dan kecakapan. Perceraian adalah hal yang paling ditakuti anak, setelah
perceraian tidak sedikit anak yang merasakan hak-haknya sebagai anak
terabaikan.

Membahas tentang hak anak tentunya berhubungan erat dengan berbagai
hal yang diperlukan untuk terjaminnya hak untuk kehidupan, perkembangan dan
kemajuan dalam keberadaannya di antara orang-orang dalam suatu keluarga dan

ditengah masyarakat pada umum, kelangsungan dan

perkembangan anak tentunya berhrubunganerat dei an hak atas pendidikan, hak
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tercantum dalam Pasal 26 ayze omor 35 Tahun 2014 Tentang
ajiban dan bertanggung jawab untuk
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak , menumbuh kembangkan
anak sesuai bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-
anak, memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada
anak”.’

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya anak berhak

memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang

tuanya. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang

* Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



tua terhadap anaknya, tidak hanya dari ibu saja tetapi juga dari ayah. Dalam Pasal
14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan
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juga bahwa “ anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang
tuanya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara telah memberikan
perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya
putus karena perceraian.

Adanya hubungan nasab orang tua dengan anak menimbulkan hak dan
kewajiban antara orang tua dan anak. Istilah Perlindungan Anak tercantum dalam

Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi Ana nya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpart1s1pa sccara optimal sesua al dengan harkat dan martabat
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kemanusidan, \serta mendapz IAZ? ekerasan dan/diskriminasi”

Berdasa ;, 3 L dang: Undang ﬁn}fé 35 Tahun 4 tentang

Perlifdung K menyatakan “Perlindungan anak bertu efifamin

\. ak-hz ak agar d
\ : ( sesuati t dar bat kemanusiaan serta
mendapatspexrlind 12 kemm i tCrywjudfiya anak
Indones a8, b a@l@.ﬂ&a@e' tera /

Pasal 4 | g nd;lnggﬁx‘éé;a% 20 ng, Perlindungan
Anak mey ba etiap anak berhak dapa b, tumbuh,

berkembang, dan berpartisip l;!!'allﬁlajz!r.[e

kemanusiaan, serta mendapat per

terpe hidup, dan

berparti

dengan harkat dan martabat
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anak memperoleh kesehatan juga di jelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 yaitu : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan
sosial”. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Pelindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dari penjelasan pasal tersebut
bahwa seorang anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh

pendidikan serta orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara,



mendidik dan melindungi anak. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat konsekuensi
bahwa orang tua seharusnya mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya
bahkan untuk memenuhi hak anak seperti untuk memperoleh asuhan dalam hal
kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik serta standar hidup
yang layak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui orang tua adalah faktor
utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan anak berhak untuk
hidup, tumbuh, berkembang, dan belajar. Orang tua memiliki kewajiban untuk
memgasuh, mendukung, mendidik dan melindungi anak, anak berhak atas
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas,

masalah-masalah yang timbul dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat di
indentifikasi sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

2. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak terhadap hak anak pasca perceraian.



1.3  Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di

atas, maka masalah dalam penelitan ini dibatasi pada Perceraian, Hak anak, dan
Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.

1.4  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat

dirumuskan beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan yaitu :
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1.6 Manfaat Penelitian UUAL ITY

Manfaat penelitian ini d apkan dap

- Menambah wawasan akibat perceraian yang berdampak
terhadap hak anak

- Menambah wawasan terkait hak-hak anak

- Menjadi masukan untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang perlindungan Anak

- Untuk menjadi referensi bagi yang mengalami kasus seperti
yang dibahas dalam skirpsi ini

- Untuk menjadi syarat dalam tugas akhir menyelesaikan studi
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